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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

NOMOR / V  TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA

ba iwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 28 
Tapun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan 
jenis pajak daerah kabupaten/kota;

b. bajiwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muria Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat 
ini behingga perlu ditinjau kembali;

c. bainwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Restoran.

1. Lfrviang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II ai Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Umlang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paf sa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 
20Q0 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Noijnor 4048);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Unaang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Nej ara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan 
Per jndang-undancan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tam a bah a n 
Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Unaang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tenlang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Ler \baran Negara Nomor 4437);

8. Unc ang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lei nbaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- 
uncang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Ler ibaran Negara Nomor 3258);

10. Pei aturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam 
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahuri 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah'“Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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12. Pera uran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); •

13. Pera uran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Repi blik Indonesia Nomor 5161);

14. Pera' uran Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Pera uran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16. Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyjsunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah 
dan Berita Daerah;

'18. Perajuran Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai 
Nsgeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomcpr 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
i 1. Daerah adalah Kabupetan Muna;

2. Perne rintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;
3. Bupa i adalah Bupati Muna;
4. Dew; n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dev/an 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
6. Kepa a Dinas aualatl Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Bada n adalah su; ;sdan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Psrseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Korigsi, 
Koperasi, Yayasan atau Organisasi y3ng sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk 
Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berd asarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

10. Paja c Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
11. Rest >ran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran yang mencaktip juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, memotong 
pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakun sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
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'f 3. Masa F ajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
diatur oengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar 
bagi walib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembaj aran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan 
kewajib an sesu&i dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah;

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

; pembay aran yang di tunjuk oleh Bupati;
16. Surat Hetetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKE 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, jumlah pokok pajak, besarnya sanksi 
sdminist atif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKE T, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yar ig telah ditetapkan;

19. Surat Keetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak tenjtang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah siurat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran pajax 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk 
metakuka 'i tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2

Dengan nami Pajak Restorasi dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan
oleh Restoran

••3 ••

Psssl 3

k Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran; 
yang disediakan Retoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penjualan makanan dan/atau minuman yang dikomsumsi oleh pembeli,

(1) Objek Pajc
(2) Pelayanan 

pelayanan

W/
baik dikornsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
Tirj«i- termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayT iddr\ 
pelayanan 
batas Rp.

(1) adalah
yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
00.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Pasal 4

(1) Subjek PaLk Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan 
dan/atau minuman dari Restoran;

(2) Wajib Pajj k Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan 
Restoran.

BAB ill
DASAR PENGENAAN TARIF 

DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal S

Dasar Pengenaan' Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima Restoran.



Besaran 
pajak s

- -t -
Pasal 6

rarif PajjaK Restoran ditetapkan sebesar lu  % (sepuluh persen).

Pasal 7

okok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 
-bagaimana di maksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal o

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

BA3 V 
MASA PAJAK

Pasal S

Masa Pejak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
ditetapksjn dengan Peraturan Bupati. *

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasa! 10

(1) Setia) wajib pajak mengisi SPTPD;
(2) SPTF D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar djrt 

lengkjap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati 
bat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah masa pajak; 
k, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) SPTF 
i selarr 
1 (4) Benti

BAB Vii 
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

(1) Pemijngutan Pajak Restoran dilarang untuk diborongkan;
(2) Pemungutan Pajak Restoran dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh '3upati;
(3) Setia 3 Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam ha):

1 Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 
tidak atau kurang bayar;

2 Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam Jangka waktu tertentu 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3 Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan



b. SKPDKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah ki edit 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Junilah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB:sebagaimana dimaksud 
dalim ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa 
burga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terl ambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihi' :ung sejak terutangnya pajak;

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan sebesar 100 % 
(seiatus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(4) Keraikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 
mel sporkan sendiri sebelum melaporkan tindakan pemeriksaan;

(5) Junrlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua 
pulih lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebpar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang; kurang atau tertambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh emp^t) bulan dihitung sejak

terutangnya pajak. ;
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saat

Ketentua
SPTPD

Pasal 13

m lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan / atau penyampaian 
SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Vlli 
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

(1) Bupdti dapat menerbitkan STPD apabila .
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. diari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai

c.
Kibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
ajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga'dan/atau denda.

(2) Juml ah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admihinistratif berupa bunga 
sebe sar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak 
saat erutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dilaksanakan 
sank:>i administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih 
mela ui STPD.

Pasal 15
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 merupakan
penerim* :an Daerah dan wajib disetor ke kas Daerah

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPlbKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Kebebatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktl paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan 
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau 
kumng dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Perjagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
penbndang-undangan.

(1) waj

Bagian Kedua 
Keberatan dan Banding

Pasal 18

b Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang 
dituhjuk atas suatu :
a. JSKBPKB;
b. SKPDKBT;
c. $KPDLB
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan- 
alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam 
ayatj(1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Kebkatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5) Keboratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipei timbangkan;

(6) Tanc a penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat 
yanc ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasa! 19

(1) Bups ti dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
diteri rta, harus memberi keputusan atas keoeratan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menalak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
mem seri suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak 
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Pemrohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
kepu.usan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut;

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 
denc an 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau 
selurjhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbaian bunga 
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

(2) Imbelan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKPDLS;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseri) dari 
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
diba ^ar sebelum mengajukan keberatan;



(4) Dalam 
denda

hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa 
sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tida*dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
diken ai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
pajak
dibayarsebeluni mengajukan keberatan.

Pem

(1) Atas

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah

Bagian Ketiga
betulan, Pembatakin, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penenitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekelipjan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan 

kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
pejrpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
pajak atau bukan karena kesalahannya;
mengurangkan atau membatalkan SSPD; SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SljPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 
mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan; 
mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Keten uan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sariksi 
adminstratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasaf 23

b.

c
d.

e.

f.

(1) Atas

(2) Bupat 
permc

celebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati;

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
honan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada iya t (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabi a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

dan 3upati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pemb iyaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 

paling lama 1 (satu) bulan;
a Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
aimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
h dahulu utang pajak tersebut;

waktu 
(4) Apabi 

sebac 
terleb

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyadilaku 

SKPC 
I (6) Jika 

bulan 
i keterl 
' (7) Tata

kan
LB;
>engembatian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (du;i) 
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas 

ambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
;ara pengembaliarvkelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (rl) diatur dengan Peraturan Bupati.



t

(1) Hak
wat
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BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Fa&ai 24

(2)

untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
tu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib 

Paj^k melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
aiuwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
sila :
iiterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 
angsung.

(3) Dal^m hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksuii pada
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

sa tersebut;
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2'.) huruf 

b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
pajEk dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

Kac
apa
a.
b.

aya
Pa^

n o rvpoi T
^apat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

yaran dan permohonan keberatan c!eh Wajib Pajak.

Piutai(1)
SUd&;

i ( 2 )I seba 
! (3) Tat

atau penundaan

Pasal 25

ng pajak yang tidak mungkin ditagih iagi karena hak untuk melakukan penagihan 
h kadaluwarsa dapat dihapuskan;
iti menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa 
igairnana dimaksud pada ayat (10); 

cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XI 
PEMERIKSAAN

Pasa! 26

(1) Buphti berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah da\am rangka melaksanakan peraturan perundang-

I angan perpajakan daerah;
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. rriemberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
p^rlu dan membonkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dim. iksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

c.

(4)

(1) Ins 
pe

(2) Pe 
A ni

(3) Tat 
dia 
uncl

Perpturan Bupati.

BAB Xii 
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

ansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Restoran diberi insentif atas dasar
r capaian kinerja;
mberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

garan Pendapatan dan Belanja Daerah;
a cara pemberian.£lan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- 
angan.



BAB XIII 
KETENTUAN KHUSUS

rasai 28

(1) Seiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

;erjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
petpajakan daerah;

(2) Lai angan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli 
yar g ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

an uari ^djcigcifj Hai <cs dim^K^ud pada ayat (1) dan ayat (2) adalsh"
Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
pengadilan;

- 9 -

(3) UiK 
a

fA\ \ Ip,
rv 1

r \  W+, { * *  I f | i
X  Q U G L  u a i  I/ C U C J  U  L <=7 i l O ^ a  < 2  ■ kit h Bupati untuk memberikan 
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemenntah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah, 
uk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat 

setagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang 

ib Pajak Kepada pihak yang ditunjuk;
(5) Untjuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, 

atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 
Perjdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
paaanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama 
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV 
PENYIDIKAN

Pasal 29

i,i) rerlyiaiKan terhadap peianggaran Peraturan Daerah ini, diiakukan oieh Penyidik 
Peg awai Negeri Sipil Daerah;

(2) We/venang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jeias;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, b(inda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
i. memanggil orang jjntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penj idikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Kspolisisn Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yanc diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30

(1) Waji ) Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
denc an tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehirgga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
palin j  lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kaii jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang bayar;

(2) Wajih Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
palinij lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyafc 4 (empat) kali jumlah 

terutang yang tidak atau kurang dibayar.pajak

I Rasai 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak stau 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

P - . * i  ■jn dddi
i

! (1) Pejatat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C ayat
(1) d£ in ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidan a denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

i (2) Pejatat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja 
tidak nemenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuh:nya 
kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 

i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

i (3) Penumtutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ha;nya dilakukan atas pengaduan erang yang kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan 
sifatnva adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib 
Pajak karena itu dijadikan, tindak pidana pengaduan.

Pasal 33

L)enda sebagaimana dimaksud ualam Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan penerimaan negara.

BAB XVSI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal i4

Dengan t erlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Paiak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35

(1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya teiah ditetapkan sebelum berlakunya Feraturan 
Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada 
Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

{2) Terjiadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang 
dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan
Peratur an Bupati sGpanjanQ mBngenai 3turan pelaksanaannya.

Pasal 37

re fa lu ra n  Daeiah ini muiai beliaku pada ianygai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
uengan

langkah di Raha 
iangyal J Z -  ^ -

RETARIS KABUPATEN

jenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

uiietapkan di Raha 
pada tanggal /2. - j  -  2011

BUPATI MUNA,

H. L.h/i. BAHAR^^Diri

A *C'O I I

n. Lrt VRM

iARAN DAERAH 
!0R :

i

<ABUPATEN MUNA TAHL'N 2011
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PENJELASAN 

ATAS FERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG 

PAJAK RESTORAN

ENJELASAN U M U m

lalam rangka meniukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur 
tmah ianygariya ssridiii, maka pajak u'aeiait meiupakan salah satu sumber pembiayaan dalam 
nyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, 

'eraturam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan 
Moran sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, sehingga perlu 
linjau dan disempurnakan kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
|ajak Daerah dan R 

fEKJELASAN PAS

lasai 1

stribusi Daerah. 

AL DEMI PASAL

‘asa! 2

asal 3 

'asal 4 

'asa! 5 

'asal 6 

’asa! 7

’asal 9 

I ’asa I 10

Istiiah-istiiari yang dicerminkan daiam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh 
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar d*ri 
kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pukup jela;

r * .
i s u r s u j j  j c i c k

Cukup jela:

Cukup jelas 

CuKup J0 I3 

Cukup Jela 

Cukup jelas

Cukup jela;

5 ’acal 'f 'J

Pasal 12

asal 13

ggal 14

'asal 15 

Hasal 16

Irasal 17

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup je\s 

Cukup jela?. 

Cukup jelai 

Cukup je ^ ! ' 

Cukup jelas: 

Cukup jelas:
Pasal 18

Cukuo ielaa



isal 19 

asa! 20 

'asai 21 

asal 22 

asal 23
i

n a  aooi rfC-t

isa! 25 

Sasal 26

■Jû u. l

«asal 28 

fasal 29 

'asa! 30

r>. .i .^uruJ j eias

isal 31

Cuku

Cuku

Cuku

Cuku

Cuku

Juku

Cuku

Cuku

( " ' t  i L - i  i t

Cuku

Cuku

( ' i itu
’asal 32
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J jcidcj

5 jelas 

p jelas

'j  j ' 0 i a 3

■>
* j  V I M N /

3 jelas 

p jelas 

? jelas

33
Cuku) jelas

Cuku
isal 34

Cuku
asal 35

Cuku
'aspl 3fi

Cuku
’asal 37

Cuku

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR

d jelas 

t iftlas j

d jelas 

p jelas 

d ielas



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

mbantj a.

b.

c.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi MUNA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan 
merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka 
pelu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Hotel.

ingati : 1. Urtdang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tirgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1S59 Ncmor 74, Tambahan 
Le nbaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara:Ncmor 3029',;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Pa<sa (Lembaran Negara Tahun 1997*̂  Nomoc.54, Tambahan Lembaran Negara 
Nonor 3091) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Nonor 4048);

4. L)n jang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Un iang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Pe-aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Ta nabahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dsierah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
12[Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Unaang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5049);

9. Pe-aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Jndang-
umlang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Ta ,̂un 1983 Nomor 36, 
Ta nbahan Lembaran Negara Nomor 3258); *•,

10.Pe"aturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang' Tata Cara Penyitaan 
Dajlam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 
20

11. Pe 
Da

)0 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 
aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
erah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);
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13

15

16

17

18

19

20

PE

.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ^
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Penc awasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah 
dan Berita Daerah,
Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

RATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I ' '
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dallam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Muna;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; >
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseronan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap, dan bentuk badan lainnya;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak 
kepada daerah .yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat;



0. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan okeh Hotel;
1. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, peristrahatan termasuk jasa 

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Loemen, 
Gubuk Parawisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan 
sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Subyek pajac adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak;
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objeK pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

1j8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalal. surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, aoalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

2p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang ditetapkan;

2[1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang;

2j>. Surat Keketapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjunya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

2$. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2

Dsngan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan 
hotel dengan pembayaran.

Pasal 3

Obyek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan 
hiburan;
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, 
faksi mill, teleks internet, foco copy, pelayanan cuci, seterikat, transportasi, dan 
fasilitas sejenisiainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;



(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan ofeh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah;
b. Jasa sewa Apartemen, Kondominium dan sejenisnya;
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
e. Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh Hote! 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1)

(2)

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang nrmlakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel;
Wajib Pajak Hotel adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III 
OASAR PENGENAAN 

DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar 
kep ada hotel.

(1)
(2)

Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10 % ( sepuluh persen).
Tarif Rumah Kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan 5 % (lima persen)

Pasal 7

Besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
seb agaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal B
Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

BAB V 
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung.menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1)
(2)

(3)

(4)

Setiap wajib psjak yang mengusahakan Hotel wajib mengisi SPTPD;
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Eiupati 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

/



5

(1)
(2)

(3)

BAB VII 
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Pemungutan Pajak Hotel dilarang untuk diborongkan;
Pemungutan Pajak Hotel dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati;
Setiap Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12

(1)

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat 
nenerbitkan:
i. SKPDKB dalam hal;

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar; T

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teruUng 
dihitung secara jabatan.

Ijj. SKPDKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

$. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, 

umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
alam ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang 
ztau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
t ulan dihitung sejak terutangnya pajak;
w umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

imaksud pada ayat (1) hurf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan 
slebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(4) Y enaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 
rpelaporkan sendiri sebelum melaporkan tindakan pemeriksaan; 
umlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 
% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

ihitung sejak saat terutangnya pajak.

d

(3)
a

(5)

o,

d

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan atau 
penyjimpaian STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau SKPDN diatur dengan Peraturan 
Bu pai.

BAB VIII 
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

(1) E upati dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b|. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akibcit salah tulis dan/atau salah hitung;
wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau dencla.

/
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(2)

(3)

(2) Jumfah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
perbulan dan ditagih melalui STPD

Pasal 15

Sak isi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 merupakan 
penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas daerah,

Pasal 16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
[dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
angka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
3ajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat 
atuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 
maling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
Cepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
nengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
>ebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Bupati;

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan 
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal17

(1) £ajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau 
I urang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.

Sagian Kedua 
Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SKBPKB;
SKPDKBT;
SKPDLB 
SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
c lasan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
c alam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
i u tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
s ejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayaU(3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan;



(6)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasat 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; 
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasaf 20
y

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak 
terinadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut; 
Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan;
imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkari sebagian, Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative 
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan;
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

Atas Permohonan Wajib Fajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
danfetau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah. r
Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda 

dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;



w/

mengurangkan atau membatalkan pajak terulang dalam hal objek pajak 
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan 
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak, 

vetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 
Jidministratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna 

imaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23
i

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati; r?

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) btilan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
nada ayat (1). harus memberikan keputusan;

(3) ^pabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
d terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( ')  dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
S<PDLB;
Jka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bjilan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 

as keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
Tkta cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
p^da ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 24

H ak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
w aktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib 
P;ajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 
pjida ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
pf snyampaian Surat Paksa tersebut;
Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
h£ruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
Pungakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

P

(2) B

Pasal 25

utang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
B jpati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang* Pajak yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (10);



Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XI 
PEMERIKSAAN

Pasal 26

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah;
Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang beitiubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 

perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. membelikan keterangan yang diperlukan.
Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan; 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XII 
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hotel dapat diberi insentif atas 
dasar pencapaian kinerja;
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedbman pada peraturan 
perundang-undangan.

BAB XIII 
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekeijaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah;
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga 
Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) a Ialah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam 

sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan 

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis 
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum 
Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak 
yang ada padanya;
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama 
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

0. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (enpat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
3ktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 
Jakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena 
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam T>asal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana* dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 
(empat juta rupiah);
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan 
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

if) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar; 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 33

*nda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
ijsrupakan penerimaan negara.

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
19198 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang 
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;
Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak 
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian 
de(igan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 37

Pdraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aoar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
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sebagai salah 
seperti pajak

i z
PENJELASAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HOTEL

UMUM

Dalam Undanb-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan
satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, 
ian pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan 

[berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan jenis-jenis 
pungutan ternasuk pajak yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. 
Oleh karena ii u, disadari bahwa pemanfaatan hotel di Kabupaten Muna cukup potensial sebagai 
salah satu jerys sumber pajak sehingga perlu diatur kembali dan dilakukan penyesuaian terhadap 

selama ini memayungi pelaksanaan pungutan Pajak Hotel, yaitu Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahiin 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Penyesuaian terhadap peraturan daerah 
tersebut diare hkan untuk meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak, tidak menyebabkan 
ekonomi biayji tinggi dan akuntabilitas pengenaan pungutan. Dengan demikian diharapkan pajak 
yang dikenakan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi 
masyarakat can dunia usaha, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi 
kevyajiban per jajakannya.

PASAL PEIV»! PASAL

Pasal 1
Cukup je lis.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasa!3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pas^l 6
| Cukup jekis.

Pasjal 7
| Cukup jel; is.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
i Cukup jelas.

Passal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
! Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelifis.

Pasal 14
Cukup jel^s.

Pasal 15
Cukup jel^s.

Pasal 16
Cukup jet^s.

Pasal 17
Cukup jelas.



as.

as.

as.

as.

as.

as.

Pasal18
Cukup jqlas. 

Pasal 19
Cukup ]e|las. 

asal 20 
Cukup je); 

Pasal 21 
Cukup je 

Pasal 22 
, Cukup je 

Pa4al 23 
| Cukup je i 

Pasal 24 
Cukup je 

Pasal 25 
, Cukup je 

Pasal 26
! Cukup je as. 

Pasal 27 J 
Cukup jelas. 

Pasal 28
; Cukup jele 

Pasal 29 
Cukup jel 

Pasal 30
Cukup jel as. 

Pasal 31
i Cukup jel is. 

Pasal 32
Cukup jel as. 

Pasal 33
Cukup jel; as. 

Paspl 34
Cukup jelus. 

Pasal 35
Cukup jel; is 

Pasal 36
Cukup jel$s. 

Pasal 37
Cukup jelis.

as.

as.

TAMBAHAN UEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR



inimbang

jngingat

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

NOMOR f f  TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 2 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan 
merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Muna Nomor 5 Tahun 
1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat 
ini sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dam b, maka 
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Hiburan.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat U di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan 
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

3. Peraturan Mentsri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah; ■

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran 
Daerah dan Berita Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan-Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

ERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

aiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupetan Muna;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;
Bupati adalah Bupati Muna;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna;
Dinas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
Pejabat adalah Pegawai diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana 
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat rnemaksa 
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rafcyat;



10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan;
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran;
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, 

memotong pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah;

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
jmenjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
jpajak yang terutang;

14. jSurat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adateh surat 
ang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

sajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
Jengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti 
jembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
ormulir atau tidak dilaksanakan dengan cara Sain ke kas daerah melalui tempat 
jembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

16. Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, jumlah pokok pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
cjisingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

19. Jiurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
c engan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,

20. S urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
sdalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Hiburan di pungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan

Pasal 3

(1) C bjek Pajak Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayarar;
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a tontonan Film;
b pagelaran kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana; 
c kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya; 
d pameran;
e diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya; 
f. sirkus, Akrobat, dan Sulap;

permainan Bilyar, Golf dan Bowling;
pacuan Kuda, Kendaraan Bernotor, dan Permainan Ketangkasan; 
panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center), 
pertandingan Olah Raga.

Pasat 4

3

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan;
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.



BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF 

DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan;

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat ( I) 
termasuk potongan harga dan tiket Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima 
jasa Hiburan.

Pasal 6

Ketentuan besarnya tarif berdasarkan kelompok jenis hiburan sebagai ber ikut;

No Kel ompok Jenis Hiburan Besarnya Tarif
(%)

1. Hit uran Umum antara lain: 25
a. tontonan film; • 25
b. pagelaran musik/tari, 25
c. pameran; 25
d. sirkus; 25
e. akrobat; 25
f. sulap; 25
g- permainan biliyard; 25
h. golf, 25
i. bowling; 25
j- pacuan kuda; 25
k.
I.

balap kendaraan bermotor; 
dan pertandingan olah raga.

25

O Hib uran Tradisional
a. sagelaran musik/tari tradisional dan seni tradisional; 5
b. sagelaran busana tardisonal. 5

3. H it uran Khusus
a. I ’ermainan Ketangkasan; 65
b. ciiskotik; 65
c. 1araoke; 65
d. 1lub malam; 65
e. mandi uapJspa, 65

f' janti pijat; 65
9-1 )agelaran busana; 30
h !;ontes kencantikan 30

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak se bagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal S

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat diselenggarakar Hiburan.



BAB V 
MASA PAJAK

M asa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
di

Pasai 9

etapkan oleh Bupati.

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAhf

Pasal 10 ,

P^jak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Hiburan.

Pasai 11

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati 

selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah masa pajak;
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VU 

PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 12

(II) Pemungutan Pajak Hiburan dilarang untuk diborongkan;
(2) Pemungutan Pajak Hiburan dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh Bupati;
(3j) Setiap Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan 

Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan;

(^) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 
menggunakan SPTPD, SKPDLB dan/atau SKPDKBT.

(1

Pasaf 13

) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan:
a. SKPDKB dalam ha l:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang tidak atau kurang bayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wa itunya 
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak terutangnya pajak;



(3j) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurf b. dikenakan sanksi adminstrstff berupa kenaikan 
sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(4j) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 
melaporkan sendiri sebelum melaporkan tindakan pemeriksaan;

(5j) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasat 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan / atau 
penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan /atau SKPDN diatur dengan 
Peraturan Bupati. >

BAB VIII 
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 15

('j) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akiba', salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

($) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

6

( ) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(£) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat 
jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(:3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
j ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
I mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Psks3

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.



Bagian Kedua 
Keberatan dan Banding

Pasai 18

(1/ Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atas suatu :
a. SKBPKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB
d. SKPDN. "

(2j> Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas; '

(3j) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling jam a 3 (tiga; bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4j) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5j) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6j) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 19

(lj) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan,

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

0 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan.

K

Pasal 20

) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(%) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut;

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan; Putusan Banding.

P
Pasal 21 h

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan,

2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

3) Dalam hai keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative 
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dtkenakan;

/



($) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus pe rsen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah.

(]2) Kepala daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda 

dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-un Jangan 
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kel hilalan 
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;
e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak 

terkena bencana alam atau sebab fain yang luar biasa; dan
f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 23

1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak tainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

/



BAB X
! KADALUWARSA PENAGIHAN|

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak oaat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib 
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut;

!4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
J kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
[3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah .kadaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati.
e

BAB XI 
PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau mangan yang dianggap 

perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Apab.ia pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB Xt!
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.



BAB XIII
! KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga 
Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam 

sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan 

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang 
berwenang meiakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis 
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum 
Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama 
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV 
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipit Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya 
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah);

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ( l) sesuai 
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

Pasal 34

Sanksi administratif aebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 merupakan
penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah



BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP

i Pasal 35
i

!
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak 
berlaku lagi.

Pasal 35

(jl) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang 
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

12) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak 
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian 
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i

kgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal t z - ~ f  -  2011

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHAa UDDIN

Diundangkan di Raha 
pada tanggal / Z - f  - 2011

SEKRETARIS KABUPATEN,

H. LA CRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 
NOMOR : i  f  j



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
!
j NOMOR TAHUN 2011
j
j TENTANG

I PAJAK HIBURAN

I ENJELASAN UMUM

•a

S
am rangka [mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur 
lah tanggaifya sendiri, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam

Dalam 
rum£
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak 
Hiburan sudafji tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu 
ditinjau dan disempurnakan kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

i
PENJELASAN PASAL DEMi PASAL

J

Pasal 1 ■
istilah-istilah yang dicerminkan dalam pasai ini dimaksudkan agar dapat diperoleh 
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar dari 
kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasai 2 |
Cukup jelas 

Pasal 3 !
Cukup je las.

Pasal 4 [
Cukup jelas 

Pasal 5 I
I m. Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 
! Cukujjelas

Pasal 9
Cuku p jelas 

Pasal 10 
' Cukup jelas

Pasa! 11 
i  Cuku 5 jelas

Pasal 12 i
Cukup jelas 

Pasal 13
Cukup jelas

Pasa! 14
Cukup jelas 

Pasal 15
Cuki ip je las 

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas 

Pasal 18

Pasal 19
Cukjjp jelas

Pasal 20
Cukjjp jelas

Cukup jelas
Pasal 21



Cukiip jelas
Pasal 22

Cuki p jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cuk
Pasa! 30

Cuk
Pasal 31

jp jelas 

jp  jelas

C-ukbp jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Pasal 35

i
Cul^up jelas

CuKup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEM3ARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
-------

I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

NOMOR / 8  TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK REKLAME
j

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA]

BUPAT? MUNA

m bang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame 
merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

b. bajiwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 5 Tahun 
1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat 
ini -sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bajiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b. maka 
peflu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Reklame .

jingat : 1. Unbang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Unbang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),

3. Unbang-undang Nomor 19 Tahtin 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

| Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Taljiun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
i Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Unclang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Pejaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
Ta^nabahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
12 [Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Dabrah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan 
Da|am Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan darj 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Uembaran Negara Republik Indor.esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Mpnteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16.Ppaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran 
Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

fietapkan

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupetan Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. D^wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dswan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna; r
5. Dinas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah nesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. B&dan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Filma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana 
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
lapgsung dan digunakan 
kemakmuran rakyat;

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

10. Pajak Reklame adaiah pajak atas penyelenggaraan;



H.Rjeklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
rr^empromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 
otang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau 
dinikmati oleh umum;

12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran sajak,
rrjemotong pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan .Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah; l

13. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa bauh reklame; r

14. Ppnyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang 
trjenyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas 
nima pihak lain yang menjadi tanggungannya;

15. Kawasan/Zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan 
wjlayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;

16. Nilai Jual Obyek Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran 
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaran 
reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, 
konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, 
peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan 
dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, 
diperagakan, ditayangkan dan atau dipasang ditempat yang telah diizinkan;

17.N lai Strategi Lokasi Reklame (NSLR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada 
titik lokasi pemasangan reklame terbesar berdasarkan kriteria kepadatan, 
pemaanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang;

19. sirat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

21.s(jrat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

22. Sprat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDKB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok paj.ik, 
ju'mlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, -,jumlah pokok pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih.,harus dibayar;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

24. Slirat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
sOrat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

25.sUat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
abalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang;

26. sjurat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

I Pasal 2
i

i
Denganj Nama Pajak RekJame di pungut pajak atas setiap penyelenggaraan Rekiame.

t

\ Pasal 3
i

(1) Obiek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame Papan/Billboord/Videotrom/Megatron dan sejenisnya;
b. Reklame Kain;
c. Reklame melekat steker;
d. Reklarr e selebaran
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Rekiame udara;
g. Reklame apung
h. Reklame suara
i. Reklame film/slide; 
j. Reklame peragaan.

(3) Tic ak termasuk obyek pajak reklame adalah :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 

berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. j Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
i mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. | Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e. | Penyelenggaraan reklame yang digunakan untuk keperluan: 

i 1. Kegiatan pendidikan dan Ibadah;
j 2. Kegiatan sosial dan politik 
j

Pasal 4i

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
Rejklame;

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 
Reklame;

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi 
at^u Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut;

(4) Dqlam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut 
menjadi Pajak Reklame.

BAB III
; DASAR PENGENAAN TAR5F

DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

| Pasal 5
i

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
(2) Deilam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 
Reklame;

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dilnaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan 
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, 
jumlah dan ukuran media reklame;

(4) Dalam hal Nilai Se'Wa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan 
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) dara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ajdalah NSR = Nilai Strategi Pemasangan Reklame + NJOP Reklame.



j
(6) Hasil Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dinnaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5

j Pasai 6I 
t|

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besjarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan 
tarifj sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

I BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Paj^k Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame.

3AB V 
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender serta diperpanjang samapi 
3 ( [Tiga) bulan.

BAB VI
SURAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

i Pasal 10
t

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Pajak Reklame.

(1) Setiap wajib pajak melaporkan data subjek dan objek pajak;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan 

pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

! (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vll 
PEMUNGUTAN PAJAK

I
| Bagian Kesatu
i Tata Cara Pemungutan

j Pasal 12

(1» Pemungutan Pajak Rekiame dilarang untuk diborongkan;
(2) Pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati;
(3p Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati 

dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(4j) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

karcis atau nota perhitungan;



('j) Tata Cara Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dibersamakan diatur 
j dengan Peraturan Bupati;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD 
i atau dokumen lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBAYARAN PAJAK

i

Pasal 14 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

(ij) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila : 
j  a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
(2|) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana oimaksud 

j  pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa 
j  bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
| bulan sejgk saat terutangnya pajak.

(3j) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
I dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
| perbulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 13

(1

(3

Pasa] 15

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada saat 
jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah merpenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

j sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
(4| Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain 

I yang ditunjuk oleh Bupati;
(5| Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetirar,, angsuran 

j dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
: Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh 
j Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
I perundang-undangan.ii
\ Bagian Kedua
| Keberatan dan Banding

| Pasal 17
j

{\\ Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat 
i  yang ditunjuk atas suatu :
! a. SKBPKB; ^ 
i b. SKPDKBT, 
i c. SKPDLB 
i d. SKPDN.

(2|) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
S alasan-alasan yang jelas;



(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu

: itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
j (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
j (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
j sehingga tidak dipertimbangkan;
j (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
! yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
j  sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

; (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
I sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
\ (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
I Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
| tersebut dianggap dikabulkan.

I Pasai 19

i (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
; Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan

, tersebut;
(3) Pengajuan pemnohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

; Pasal 20

| (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan ssbagaian atau „
| seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
' imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua
| puluh empat) bulan;
i (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
| pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
i (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
 ̂ berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dikenakan;
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran p&jak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasai 21

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang



s dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan dsersh.

| (2) Bupati dapat:
; a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi .administratif berupa bunga, 

denda dan ke naikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang- 
' undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
i kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

! atau diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;
j e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak 
i terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
| f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
i kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak,
j  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan 
j sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 
! sebagaimna dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

\ BAB IX
! PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

S  Pasal 22
f

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ('l), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling iama 2 (dua) buian sejak diterbitkannya 
SKPDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
'■ bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap

bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, .baik langsung maupun tidak

langsung. .
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayg£ (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut;

3
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(4)j Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

j huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; 
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(S)'

Pasai 24

(1)

(2)

(3)

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yancj sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XI 
PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) | Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
j pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam: rangka melaksanakan 
I peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) j  Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
; a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
j  dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 
j b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
| perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
i c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) j Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
i sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;

(4) j Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan 
| Peraturan Bupati.

BAB Xil 
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1)| Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Reklame diberi insentif atas 
i dasar pencapaian kinerja:

(2) i Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.

BAB XIII 
KETENTUAN KHUSUS

(1)

(2)

(3)

Pasai 27

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah;
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga 
Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam* pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ;
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli d&lam 

sidang pengadilan;
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6. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 
! memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi 

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
i keuangan daerah.

(4) ijJntuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau 
tientang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) ijjntuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat 
iebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
ipada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 
lj;eterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

(6) permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan 
ijjama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 
[perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
j PENYIDIKAN

Pasa! 23
i

(1) penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

d. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpsjakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
| pidana di bidang perpajakan daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
j pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
I bukti tersebut;
lj. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
| tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
! atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 

daerah;
j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;

f menghentikan penyidikan; dan/atau
. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

, pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
| perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
jmelalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai c'engan 
iketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.



BAB XV
j KETENTUAN PIDANA

j Pasal 29
5

S

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau men îsi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

(2) jWajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi 
flengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2'(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) 
'tali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasai 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena 
Kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
4 0 0 0 .0 0 0 ,0 0  (empat juta rupiah);

(2) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan 
sfengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak 
d|ipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
djan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan 
pjdana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) F*enuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasa!32
1i

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan penerimaan negara.
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

.n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
i  Tingkat II Muna Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan

Deng«
Daera 
tidak Berlaku lagi.



(1) Tjerhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya 
peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang 
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

(2) Terhadap obyek psjsk yang ada sstslah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak 
ijang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

i

j Pasa! 35

Hal-hral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian 
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

i Pasal 36

Peraturan Daerah ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agarjsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 34

Diundangkan di Raha 
padaianggal 2011

i

^£ K ftE n *£ iS  KABUPATEN

an di Raha
al i Z - f -  2011
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
I
j NOMOR
i

TENTANG

n x i r i/ nr-i/i Ar r td « r \  rMzrvuMiKic

I
1. PENJELASAN'Um u m

i
i

Dalam rangka rjiendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur 
rumah tangganya sendiri, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

i
i

Peraturan Daetjah Kabupaten Daerah !! mi jna  Nomor 5 Tahun 1SSS teniang Pajak
Reklame sudahi tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu 
ditinjau dan disempurnakan kembali sesua: dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak ciaerah dan Retribusi Daerah.

2. PENJELASAN f  ASAL DEIWI PASAL

Pasal 1
Istilah-ijstilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh 
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhinciar dari 
KesaialjVdiiamrin dalsm penafsirannya.

Pasal 2 ;
Cukup ijelas

o !r d^di O \
Cukup je las

w u i\ U p  [ jc ? i3 S

Pasal 4
r * i A,» irs i«^o

Pasal 5
Cukup je las 

Pasa! 6 j
Cukup yelas 

Pasal 7 I
Cukup ijelas 

Pasal 8 I
Cukupjjelas 

Pasa! 9 l
Cukupjjelas 

Pasal 10 !
Cukupi j e! a s

Pasal 11
Cukupjjelas 

Pasa! 12 I
Cukup je las

Pafcal 13
Cukup jelas 

Pasal 14
i Cukup je las 

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas 

Papai 17
i Cukup jelas 

Pasal 18
Cukup jelas 

Pasal 19 !
Cukup ielas 

Pasal 20 !



Cukup jelas
Pasal 21 ’

i

Cukup jelas 
Pasal 22 i

Cukup jelas
I

Cukup jelas 
Pasal 24 |

Cukup jblas 
Pasal 25 \

Cukup jelas 
Pasai 26 !

Cukup jblas 
Pasal 27 !

C ' 4 tlrt in

Pasal 28
Cukup j^las 

Pasa) 29 j
Cukup j^las 

Pasal 30 j
Cukup ;4la s 

Pasal 31 !
Cukup jdlas 

Pasal 32 !
Cukup jelas 

Pasa! 33 j
Cukup ieilas 

Pasal 34 I
Cukup jê las 
\ \
Cukup jelas 

Pasal 35 |
Cukup jeias 

Pasal 37 j
Cukup jejas 

Pasal 38 i

Pasal 35 ' *

Cukup jejas
!

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR


